Menetapkan

il

Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4846},
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndomesia Nomor 4916(;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 ientsng
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik [ndonesia Nomor 5587|sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedus
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerabh (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor S679);

Peraturan Peomcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3149);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN FENGELOLAAN FPELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarmn Peraluran Menterd ini vang dimaksud dengan:

13

Pemerintah Pusat adalah Presiden Eepublik
Indonesiavang memegang kekuasaan pemernntahan
negara Republik Indonesia yang dibantu olch Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemermntahan Dacrah adalah peryelenggaraan urusen
pemeriniahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralvat Daesrabh menurut asas olonomi dan
lugas pembantuan dengan prinsip olonormm  scluas-
laasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagai unsur
penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya
disingkal DPRD adalabh lembaga perwakilan rakyat
dacrah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Informasi adalah Keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya vang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagei kemasan dan format sesuai  dengan
perkembangan  foknologi informasi dan  komunikasi
secara elekironik ataupun nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolshan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar,

dan suara untuk bahan informasi publik.
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Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatll  Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelengeara dan penyelenggaraan negara dan/atan
penyelenggara dan penyelengparaan  Badan Publik
lainnya serta informasi lain vang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang
fungsi dan agas pokoknyva berkailan  dengan
penyclenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Atggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, alau  erganisasi  nonpemecrintah
sepamjang sebapian atau seluruh dananva bersumber
dariAnggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi
tagas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu
pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjulnys disingkat PPID  adalah pejabat vang
bertanggung Jjawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, pCoyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelavanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Dacrah, yang terdiri dari PPID Utama
dan PPID Pembantu.

Atasan PPI} adalah pejabal vang merupakan atasan
PPIDUtama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disinglat PLID adalah susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah,
Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu kepala
daegrah dan DPFRD dalam penyelenpgaraan Urnasan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah.
Standar Operasional Prosedur vang  selanjutnya
disingkat S0P adalah serangkaian petunjuk tertulis



vang dibakukan wmengenal proses penyelenggarasn

tugas-magas PPID.

L3. Dallar Informasi dan Dokumentasi Publik wvang

16,

.

18.

1.

20,

selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi
dan dokumentasi publik wvang berada dibawah
penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Dacrah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan

Ruang Pelayanan Informasi dan Doloumentas: vang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan
informasi dan dokumentasi publik dan  berbagai
informasi dan dokumentasi lainnya wvang bertujuan
untuk memfasilitasi penyampaian informasi  dan
dolkumentas: publik.

Sistem Informasi dan Dekumentasi Publik wyang
selanjutnya  disinglkat SIDPadalah sistem  penvedisan
layanan informasi dan dokumentasi secara cepat,
mudah, dan wajar sesual denganUndang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumcntasi yang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi
gambaran umum kebijakan icknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rckomendasi serta rencana tindak
lanjut  untuk meningkatkan lkualitas  pelayanan
informasi dan dokumentasi.

Forum Kopordinasi Pejabat Pengelolasan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat FKPPFID Pemda adalah wadah komunikasi,
koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan
PPID Pemermtah Provinsi dan PPID  Pemerintah
Kabupalen /Kota.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Puhblik
danfatau Pengguna [nformasi Publik vang berkaitan
dengan hak memperoleh danfataun  mengmunakan
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informasi publik berdasarkan peraturan perundang-
undangart,

Orang  adalah orang persecrangan, kclompok orang,
badan hukum, atau badan publil.

Penpgunalnformasi  Publik  adalabh  orang yang
mengeunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-uncdangan,
PemohonInformasi  Publik  adalah  warea  negara
dan/atau badan hulum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Pagal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menter ini adalah:

i

mewjudikan penyvelenggaraan pemerintahan yang baik,
yallu yang tramsparan, efcktif dan cfisicn, akuntabel
serta dapat dipertangeungjawablian; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelavanan informasi dan
dokumentasi di Kementerian Dalam DNegeri dan
Pemerintahan Daergh untuk menghasilkan layanan

inlormasi dan dokumentast yang berkuahtas.

BaB Il
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Paral A



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDIONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOEKUMENTAS]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya
pedoman  pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Dacrah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi
denpan  perleembangan keadaan dan peraturan ¢
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sébagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negen tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Eementerian Dalam Neperi dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Publik  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan



